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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
Sebuah penelitian bisa dikatakan ilmiah apabila penelitian tersebut didukung dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dengan menuliskan tinjauan pustaka atau kajian teorinya. 
Berawal dari pembahasan mengenai fungsi atau peranan dari sebuah anggaran dalam sektor publik selanjutnya membawa kita untuk lebih memaknai arti penting kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat baik dalam pemilihan arah maupun penetapan besaran alokasi belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat baik untuk mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk mendanai kegiatan pembangunan di dalam negeri.
Sesuai dengan topik permasalahan, hal-hal yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah seputar APBN, komponen pendukung pendapatan dan belanja negara, jenis-jenis belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, serta kebijakan alokasi dana dalam komponen belanja pemerintah pusat tersebut.
2.1.1 Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2.1.1.1 Pengertian APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tercantum dalam “Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” diartikan sebagai berikut:
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”
(Pasal 1 ayat 7)
Sedangkan Ritonga dalam bukunya “Pelajaran Ekonomi” mendefinisikan APBN sebagai berikut:
 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu daftar/penjelasan terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Periode APBN di Indonesia pada masa Orde Baru berawal dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Pada pemerintahan saat ini, perode APBN berawal dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama.” 
(2000:122)
Dari kedua uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah daftar rencana keuangan tahunan yang berisikan rincian angka-angka penerimaan dan belanja negara, dibuat oleh pemerintah dengan legitimasi Dewan Perwalikan Rakyat (DPR)
2.1.1.2 Tujuan APBN
Ritonga dalam bukunya “Pelajaran Ekonomi” mengungkapkan tujuan dari APBN sebagai berikut:
“Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.” 
(2000:122)

Sedangkan tujuan APBN sebagaimana tercantum dalam “Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” adalah sebagai berikut:
“Pasal 7
(1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. 
(2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.”
(Pasal 7 ayat 1 dan 2)

Dari kedua uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan disusunnya APBN adalah untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kenegaraan sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab pengelolaan keuangan negara untuk tujuan bernegara dari pemerintah. 
2.1.1.3 Fungsi APBN
Ritonga dalam bukunya “Pelajaran Ekonomi” mendeskripsikan fungsi APBN sebagai berikut:
“Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan disusunlah Program Pembangunan yang dijabarkan lebih rinci dalam APBN setiap tahunnya. Dengan demikian, APBN berfungsi sebagai penetapan batas tertinggi pengeluaran negara, penetapan struktur penerimaan dan pengeluaran, pengendalian laju inflasi, pendorong peningkatan pendapatan nasional, dan batas maksimum pembiayaan pembangunan berdasarkan rincian dari tahun ke tahun. Akhirnya, APBN dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode. 
(2000:122)
Sedangkan fungsi APBN sebagaimana tercantum dalam “Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” adalah sebagai berikut:
“APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.”
 (Pasal 3 ayat 4)
Selanjutnya dalam “Penjelasan Undang-undang RI No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” dijelaskan kembali mengenai keenam fungsi tersebut di atas sebagaimana dikutip berikut ini: 
“Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawaasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 
(Penjelasan atas Pasal 3 ayat 4)
Dari kedua uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi APBN adalah untuk sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian di dalam negeri. 
2.1.1.4 Prinsip APBN
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan APBN sebagaimana tercantum dalam “Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” adalah sebagai berikut:
“(1)APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun dana pendapatan. 
(2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 
(3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.
(4) Dalam anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan rakyat.”
(Pasal 12 ayat 1, 2, 3, dan 4)
Sedangkan Ihyaul Ulum dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar” mengemukakan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh APBN sebagai anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:
“Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:
a. Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
b. Komprehesif
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
c. Keutuhan anggaran
Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund).
d. Nondiscretionary Appropriation
Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaat secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.
e. Periodik
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
f. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
g. Jelas
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
h. Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.”
 (2004:118)
Dari kedua uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip utama yang harus dipegang dalam penyusunan APBN oleh pemerintah adalah transparansi mengenai segala bentuk kebijakan arah serta masukan dan keluaran dana kepada publik dengan bentuk penyampaian yang padat, singkat, dan jelas tanpa ada hal berbau kepentingan yang ditutup-tutupi oleh pemerintah.
2.1.1.5 Azas APBN
Azas dalam pengelolaan APBN sebagaimana tercantum dalam “Penjelasan Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” adalah sebagai berikut:
“Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)
Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.”
(Penjelasan atas Pasal 3 ayat 1)

Sedangkan Ritonga dalam bukunya “Pelajaran Ekonomi” mengungkapkan azas dalam penyusunan APBN sebagai berikut:
“Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan dalam APBN dengan berazaskan:
1. Kemandirian, artinya sumber penerimaan dalam negeri semakin ditingkatkan.
2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
3. Penajaman prioritas pembangunan.”
(2000:123)
Dari kedua uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa azas utama dalam pengelolaan APBN adalah mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 
2.1.1.6 Landasan Hukum APBN
Landasan hukum dari penyusunan APBN sebagaimana diungkapkan Ritonga dalam bukunya “Pelajaran Ekonomi” adalah sebagai berikut:
“Landasan hukum APBN adalah UUD 1945 pasal 23 ayat 1.”
(2000:128)

Selain itu, yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan APBN sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” adalah sebagai berikut:
“Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) Amandemen UUD 1945 yang berbunyi: “ (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”
(2008: IV-18)
Dari kedua uraian tersebut maka jelas disimpulkan bahwa yang menjadi landasan hukum penyusunan APBN adalah pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menjadi pasal 23 ayat (1), (2), dan (3).
2.1.1.7 Cara Penyusunan APBN23
Ritonga dalam bukunya “Pelajaran Ekonomi” mengungkapkan tentang cara penyusunan APBN sebagai berikut:

“APBN disusun oleh pemerintah dalam bentuk rencana. Rencana tersebut diajukan kepada DPR, selanjutnya DPR membahas RAPBN dalam masa sidang. Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian ditetapkan menjadi APBN melalui Undang-undang. Bila RAPBN tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Agar pelaksanaan APBN sesuai dengan rencana, maka dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”
(2000:123)
Sedangkan cara penyusunan APBN sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” dikemukakan sebagai berikut:
“Siklus dan mekanisme APBN meliputi: (a) tahap penyusunan RAPBN oleh Pemerintah; (b) tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat; (c) tahap pelaksanaan APBN; (d) tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan; dan (e) tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.  Siklus APBN akan berakhir pada saat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disahkan oleh DPR.”
(2008: IV-18)
Dari kedua uraian tersebut maka jelas disimpulkan bahwa APBN disusun melalui beberapa tahapan. Diawali dari pengajuan RAPBN, pembahasan RAPBN, pengesahan APBN, pelaksanaan APBN, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban APBN dalam LKPP.
2.1.1.8 Laporan Realisasi APBN
A. Tujuan Laporan Realisasi APBN
Tujuan laporan realisasi APBN sebagaimana diungkapkan KSAP dalam paragraf 2  PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran “Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005” adalah sebagai berikut:
“Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.”
(2005:107)
Mengenai entitas yang harus dilaporkan sebagaimana diungkapkan di dalam paragraf 9 masih dalam PSAP yang sama adalah sebagai berikut: 
“Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbanding-kan dengan anggarannya dalam satu periode.” 
(2008:113)


Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam satu periode pelaporan sesuai dengan entitasnya masing-masing.
B. Periode Pelaporan Realisasi APBN
Penyajian Laporan Realisasi APBN sebagaimana diungkapkan KSAP dalam paragraf 11  PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran “Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005” adalah sebagai berikut:
“Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas menggungkapkan informasi sebagai berikut:
(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.”
 (2005:114)
Sedang mengenai batas waktu pelaporannya sebagaimana diungkapkan dalam paragraf selanjutnya yakni paragraf 12 adalah sebagai berikut:
“Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.”
(2005:114)
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi APBN diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan batas waktu pelaporan dari laporan tersebut adalah selambat-lambatnya 6(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.


C. Isi Laporan Realisasi APBN
Penyajian isi dari Laporan Realisasi APBN sebagaimana diungkapkan KSAP dalam paragraf 13 PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran “Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005” adalah sebagai berikut:
“Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.”
(2005:114)
Sedangkan mengenai komponen isi dari Laporan Realisasi APBN sebagaimana diungkapkan KSAP dalam paragraf selanjutnya yakni paragraf 14  masih dalam PSAP dan SAP yang sama adalah sebagai berikut:
“Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
(a) Pendapatan
(b) Belanja
(c) Transfer
(d) Surplus atau defisit
(e) Penerimaan pembiayaan
(f) Pengeluaran pembiayaan
(g) Pembiayaan neto; dan
(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).” 
(2005:115)
Adapun klasifikasi penyajian entitas dalam pelaporan Realisasi APBN sebagaimana diungkapkan KSAP dalam paragraf 17 dan 18 masih dalam PSAP dan SAP yang sama adalah sebagi berikut:


“17. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 
   18. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
(2005:116)
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa komponen isi dari Laporan Realisasi APBN setidaknya berisikan mengenai realisasi dari entitas pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), serta catatan atas laporan keuangan sebagai tambahan.
D. Manfaat Informasi Realisasi APBN
Manfaat dari informasi yang terkandung dalam isi Laporan Realisasi APBN sebagaimana diungkapkan KSAP dalam paragraf 6 dan 7 PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran “Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005” adalah sebagai berikut:
“6. Laporan Realisasi APBN menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
(b) menyediakan informasi mengenai realisasi APBN secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.


7. Laporan Realisasi APBN menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi APBN dapat menyediakan informasi kepada para mengguna laporan tentang indikasi perolehan dan pengguna sumberdaya ekonomi:
(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN); dan 
(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2005:108)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi APBN tidak hanya bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja namun juga dapat menjelaskan prestasi kerja setiap kementrian negara/lembaga serta mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN.

2.1.2 Pendapatan dan Belanja Negara
2.1.2.1 Pendapatan Negara
A. Pengertian Pendapatan Negara
KSAP dalam paragraf 8 PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran “Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005” mendefinisikan pendapatan negara sebagai berikut:
“Pendapatan negara adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.”
(2005:112)

Sedangakan definisi pendapatan negara sebagaimana tercantum dalam “Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” adalah sebagai berikut:
“Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.”
(Pasal 1 ayat 13)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara adalah semua penerimaan kas negara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 
B. Klasifikasi Pendapatan Negara
Ritonga dalam bukunya “Pelajaran Ekonomi” mengklasifikasikan pendapatan negara berdasarkan sumbernya sebagaimana dikutip berikut ini:
“Sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. 
a. Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk migas dan di luar migas. Penerimaan minyak dan gas (migas) adalah penerimaan yang berasal dari penjualan minyak bumi dan gas alam. Penerimaan nonmigas adalah penerimaan yang berasal dari pajak, bea cukai, nonpajak, dan penerimaan lain-lain. Penerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, bea materai, serta pajak bumi dan bangunan. Bea masuk dipungut atas sejumlah barang yang diimpor. Sedangkan penerimaan cukai terdiri dari cukai tembakau, gula, bir, dan alcohol sulingan. Penerimaan bukan pajak terdiri atas laba perusahaan negara, pengembalian, pinjaman yang diberikan, penjualan barang negara, serta sewa dan jasa barang negara. 
b. Penerimaan Luar Negeri
Penerimaan luar negeri adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah (uang asing yang dinyatakan ke dalam kurs rupiah) yang berasal dari pinjaman luar negeri, yang berbentuk pinjaman program dan pinjaman proyek.
(2000:124)

Sedangakan pengklasifikasian pendapatan negara menurut “Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” adalah sebagai berikut:
“Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.” 
(Pasal 11 ayat 3)

Dimana di dalam “Penjelasan Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” ditambahkan pula bahwa:
“Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai.”
(Penjelasan atas Pasal 11 ayat 3)
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan negara dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni: (i) komponen pendapatan negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri dan (ii) komponen pendapatan negara yang berasal dari hibah. Adapun komponen penerimaan dalam negeri terbagi lagi kedalam dua yakni (i) berasal dari sumber penerimaan pajak (termasuk pungutan bea masuk dan cukai), dan (ii) berasal dari sumber penerimaan bukan pajak. 
1) Penerimaan Dalam Negeri
a. Penerimaan Pajak
Sujana Ismaya dalam “Kamus Akuntansi” karangannya mengartikan pajak atau tax sebagai berikut:
“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum berkenaan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara, kemakmuran bangsa, dan kesejahteraan rakyat.”
(2006:487)
Sedangkan Ritonga dalam bukunya “Pelajaran Ekonomi” mengartikan pajak sebagai berikut:
“Dalam artian ekonomi, pajak adalah iuran (pembayaran) wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung.”
(2000:134)
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak adalah segala bentuk penerimaan ke dalam kas umum negara yang berasal dari iuran atau pembayaran yang bersifat wajib yang dipungut oleh negara dengan tanpa kontra prestasi secara langsung. 
Adapun dasar hukum dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menurut Rosjidi (2001) sebagaimana dikutip oleh Ihyaul Ulum dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar” adalah sebagai berikut:
“Menurut Rosjidi (2001), terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada institusi negara. Hak dan kewajiban negara tersebut adalah sebagai berikut:
Hak menetapkan dan memungut pajak: Hak negara di bidang pajak secara konstitusional tercantum dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”
Hak memungut bea dan cukai: Hak ini diatur dalam UU No. 10 tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang Kepabeanan sebagai pengganti dari UU dan Ordonansi lama warisan kolonial Belanda. Di bidang cukai, sebagai pengganti Ordonansi cukai peninggalan Belanda yang masih diberlakukan dalam zaman kemerdekaan, ditetapkan UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai. Sedang Bea Materai 1921 (Zegelverordening 1921) telah diganti dengan UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.” 
(2004:72)

Sadono Sukirno dalam bukunya “Makroekonomi Teori Pengantar” mengklasifikasikan jenis pungutan pajak oleh pemerintah kedalam dua golongan sebagaimana dikutip berikut ini:
“Secara garis besarnya berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung.
1. Pajak langsung Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja pada perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak.
2. Pajak tak langsung Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Contoh lain dari pajak tak langsung adalah pajak penjualan. 
(2004:154)
Sedangkan Ritonga dalam bukunya “Pelajaran Ekonomi” mengklasifikasikan jenis pungutan pajak yang dilakukan pemerintah kedalam empat kelompok sebagai berikut:
“Berbagai jenis pungutan pajak yang dilakukan pemerintah terhadap warganya dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, wewenang, subjek, dan objek pajak.
1. Pajak Berdasarkan Sifat
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Termasuk dalam pajak jenis ini adalah pajak penghasilan (PPn), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak kendaraan bermotor (PKB).
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dipindahkan pembebanannya kepada orang lain, misalnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPN), bea balik nama (BBN), dan cukai.


2. Pajak berdasarkan Wewenang Pemungutan
Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dibagi menjadi:
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Termasuk dalam jenis ini misalnya pajak yang dipungut oleh Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Contoh pajak jenis ini adalah PPh, PPN, dan pajak minyak bumi.
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Termasuk pajak jenis ini misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak tontonan, serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
3. Subjek dan Objek Pajak
a. Subjek pajak, yaitu pihak yang wajib membayar pajak. Dasar pengenaan pajak menurut keadaan diri wajib pajak, misalnya kawin atau belum kawin.
b. objek pajak, yaitu dasar pemungutan pajak. Pajak ini dipungut karena kejadian, perbuatan atau keadaan, misalnya:
· karena kejadian	:	lalu lintas barang, bea masuk,
· karena perbuatan	:	PPN dan BBN,
· karena keadaan	:	PPh, PBB,
· karena pemakaian	:	cukai rokok.”
 (2000:139)
Adapun komponen penerimaan pajak dalam APBN sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” adalah sebagai berikut:
“Selanjutnya, apabila dilihat dari komponen penyumbangnya, penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. … Dalam komponen penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri meliputi PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, cukai dan pajak lainnya. Sedangkan komponen pajak perdagangan luar negeri meliputi bea masuk dan bea keluar.” 
(2008: III-5, III-9)
 Untuk kejelasan lebih lanjut, jenis-jenis penerimaan pajak dalam APBN bisa dilihat dalam Lampiran.
Berdasarkan uraian dan format anggaran pendapatan negara dalam APBN di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan terdiri dari dua, yakni pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Komponen penerimaan pajak dalam negeri meliputi PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, cukai dan pajak lainnya. Sedang pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk dan bea keluar. PPh sendiri terdiri dari PPh migas dan PPh nonmigas. Jenis pajak yang termasuk dalam komponen PPh migas adalah PPh minyak bumi, PPh gas alam, dan PPh Migas lainnya. Sedangkan jenis pungutan pajak yang termasuk ke dalam komponen PPh nonmigas adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Pasal 26, PPh Final dan Fiskal LN, dan PPh Non Migas Lainnya. Adapun untuk klasifikasi PPN terdiri atas PPN Dalam Negeri dan PPN Impor.
b. Penerimaan Bukan Pajak
Dasar hukum, pengertian, serta pengelompokan penerimaan negara bukan pajak menurut Rosjidi (2001) sebagaimana dikutip oleh Ihyaul Ulum dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar” adalah sebagai berikut:
“Hak untuk memungut penerimaan  negara bukan pajak (non taxes) didasarkan atas UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari atau di luar penerimaan pajak, dikelompokkan dan meliputi:
1. Penerimaan yang bersumber dari hasil pengelolaan dana pemerintah
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam 
3. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
6. Penerimaan hibah yang merupakan hak pemerintah
7. Penerimaan lainnya, diatur dengan UU tersendiri.”
 (2004: 72 – 73)



Adapun perihal penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dikutip dari “NK RAPBN 2009” adalah sebagai berikut:  
“Dalam struktur APBN, PNBP terdiri dari: (i) penerimaan SDA, meliputi penerimaan SDA migas dan SDA nonmigas (SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan); (ii) penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN; dan (iii) PNBP lainnya, meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, PNBP dari luar negeri, kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain. Secara historis, besaran PNBP didominasi oleh penerimaan SDA, khususnya dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas). … Dalam tahun 2009, stuktur PNBP pada APBN terdiri atas penerimaan SDA, penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Klasifikasi PNBP tersebut berbeda dengan yang digunakan dalam tahun 2008, yakni dengan memisahkan pendapatan BLU dari komponen PBNP lainnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar. Implikasi dari perubahan tersebut mengakibatkan PNBP K/L yang diklasifikasikan kedalam PNBP lainnya akan mengalami penurunan karena sebagian dari PNBP K/L diklasifikasikan kedalam pendapatan BLU.” 
(2008: III-30, III-57)
Mengenai penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dijelaskan dalam “NK RAPBN 2009” adalah sebagai berikut:
“Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Keuangan, merupakan penerimaan Pemerintah dalam bentuk: (i) dividen dari Perusahaan Persero atau Perseroan Terbatas yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (ii) Dana Pembangunan Semesta (DPS) dari Perusahaan Umum (Perum) yang besarnya ditetapkan dalam Pengesahan Laporan Keuangan oleh Menteri Keuangan; dan (iii) bagian laba Pemerintah dari Pertamina yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, selama Pertamina belum disesuaikan dan beroperasi sebagai Perusahaan Perseroan.”
 (2008: III-30 – III-31)

Sedangkan mengenai Badan Layanan Umum atau BLU sebagaimana dijelaskan dalam “NK RAPBN 2009” adalah sebagai berikut:
“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. … Pendapatan BLU sebagian besar bersumber dari penerimaan jasa pelayanan rumah sakit (RS) dan penerimaan pengelolaan kawasan lainnya, terutama dari sektor kehutanan.” 
(2008: III-68)
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari penerimaan lain di luar pajak meliputi: (i) Penerimaan SDA, meliputi SDA migas dan nonmigas; (ii) Bagian Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya; dan (iv) Pendapatan BLU.
2) Hibah
Definisi dari penerimaan hibah sebagaimana dikutip dari “NK RAPBN 2009” adalah sebagai berikut:
“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah luar Negeri, yang dimaksud dengan penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari sumbangan swasta dalam negeri dan Pemerintah luar negeri tanpa diikuti kewajiban untuk membayar kembali.” 
(2008: III-44)


Hibah (Grant) pada Pemerintah sebagaimana dalam “Glosarium Fiskal Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI” diartikan sebagai berikut: 
“Dana atau barang yang diterima dari pemerintah lain atau lembaga internasional dan tidak perlu dikembalikan. Hibah meliputi pemberian untuk proyek khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum. Hibah dalam bentuk peralatan, barang, dan bantuan teknis, misalnya biasanya tidak dimasukkan dalam anggaran tetapi dicatat dalam item memorandum. Hibah diklasifiskasikan di atas garis dalam pembiayaan dengan tujuan untuk menghitung surplus atau defisit.”
(http://www.fiskal.depkeu.go.id, 2008)
Komponen penerimaan hibah sebagaimana dikutip dari “NK RAPBN 2009” adalah sebagai berikut:
“Penerimaan hibah yang dicatat di dalam APBN adalah penerimaan negara yang bersumber dari sumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing, lembaga/badan internasional, lambaga/badan nasional, serta perorangan asing dan dalam negeri. Perkembangan penerimaan negara yang berasal dari hibah ini tergantung pada pledge dan kesediaan negara atau lembaga donor dalam memberikan donasi (bantuan) kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu, pada umumnya penggunaan dana hibah harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan pihak donor. … Dilihat dari sumber-sumbernya, hibah dari luar negeri dapat dibedakan menjadi hibah yang bersifat bilateral dan multilateral. Hibah bilateral adalah hibah yang berasal dari Pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga/badan keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan hibah, sedangkan hibah multilateral adalah hibah yang berasal dari lembaga multilateral, atau hibah yang berasal dari donor lainnya jika pihak yang memberikan hibah tidak termasuk di dalam lembaga bilateral ataupun multilateral.”
(2008: III-44 – III-45)
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara yang berasal dari hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari sumbangan swasta dalam negeri dan Pemerintah luar negeri tanpa diikuti kewajiban untuk membayar kembali, termasuk kategori penerimaan hibah diantaranya adalah sumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing, lembaga/badan internasional, lambaga/badan nasional, serta perorangan asing dan dalam negeri.
C. Pengakuan Pendapatan Negara
Pengakuan pendapatan negara sebagaimana diungkapkan KSAP dalam paragraf 22 PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran “Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005” adalah sebagai berikut:
“Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.”
(2005:117)
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara diakui pada saat terjadi kas diterima atau masuk pada rekening kas umum  negara.

2.1.2.2 Belanja Negara
A. Pengertian Belanja Negara
Belanja negara sebagaimana tercantum dalam “Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” diartikan sebagai berikut:
“Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.”
 (Pasal 1 ayat 14)
Sedangkan KSAP dalam paragraf 8 PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran “Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005” mengarikan belanja negara sebagai berikut:
“Belanja negara adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.” 
(2005: 110)
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja negara adalah semua bentuk pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. 
B. Klasifikasi Belanja Negara
Ritonga dalam bukunya “Pelajaran Ekonomi” mengklasifikasikan pengeluaran atau belanja negara sebagai berikut:
“Pengeluaran atau belanja negara terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 
a. Pengeluaran Rutin
Pengeluaran rutin terdiri atas:
1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara untuk keperluan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lain-lain pegawai negeri
2. Belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang-barang yang dipergunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
3. Belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan nonpegawai pemerintah daerah.
4. Bunga dan cicilan utang adalah pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri.
5. Subsidi, yaitu pengeluaran untuk subsudi BBM dan non-BBM.
b. Pengeluaran Pembangunan
Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek pembangunan fisik maupun nonfisik.
Pembangunan fisik misalnya pembangunan gedung, jembatan, dan jalan-jalan raya, sedangkan pembangunan nonfisik misalnya pendidikan seperti penataran pegawai, dan pembinaan mental pegawai dalam arti luas.
Selain pembiayaan proyek, pada pengeluaran pembangunan juga terdapat komponen pembiayaan rupiah.


Macam-macam pengeluaran negara berdasarkan sifat:
1. Pengeluaran yang bersifat ekskausatif, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain.
2. Pengeluaran yang bersifat transfer, yaitu pemberian dana berupa bantuan sosial seperti subsidi atau sumbangan kepada korban bencana alam dan hadiah-hadiah kepada negara-negara lain.
Macam-macam pengeluaran negara berdasarkan produktifitas:
1. Pengeluaran yang produktif, yaitu pengeluaran pemerintah yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, seperti pengeluaran untuk pendidikan masyarakat, jalan raya, lahan pertanian dan lain-lain.
2. Pengeluaran yang tidak produktif dan tidak self-liquidity seperti pembangunan monument, halte bus, taman kota, air mancur dan lain-lain.
3. Pengeluaran yang self-liquidity, yaitu pengeluaran yang mendapatkan penerimaan kembali dari masyarakat penerima jasa atau barang yang diberikan seperti Perusahaan Umum (telepon, kantor pos) dan Persero.”
(2000:126)

Sedangkan klasifikasi belanja negara sebagaimana tercantum dalam “Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” adalah sebagai berikut:
“Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.”
(Pasal 11 ayat 5)
Selanjutnya di dalam “Penjelasan Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” ditambahkan rincian penjelasan mengenai maksud dari isi pasal 11 ayat 5 sebelumnya:
"Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.  
Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. 
Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
(Penjelasan atas Pasal 11 ayat 5)
Menyadari begitu beragamnya jenis-jenis belanja negara maka Mardiasmo sebagaimana dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” mengklasifikasikan belanja sesuai dengan jenis anggarannya sebagaimana berikut:
“Jenis anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Anggaran Operasional, dan 
2. Anggaran Modal
Anggaran Operasional (operation/recurrent budget)
Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja rutin (recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak akan menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.
Anggaran  Modal/Investasi (capital/investment budget)
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.”
(2005: 66 – 67)
Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa jenis belanja negara yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu beraneka ragam mengingat urusan yang harus ditangani oleh pemerintah sebagai pengatur negara juga tidak sedikit. Namun secara garis besar dapat diklasifikasikan belanja negara tersebut adalah: (i) untuk mendanai keberlangsungan kegiatan operasional pemerintahan, dan (ii) untuk mendanai program pembangunan. 
C. Pengakuan Belanja Negara
Pengakuan belanja negara sebagaimana diungkapkan KSAP dalam paragraf 31 - 33 PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran “Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005” adalah sebagai berikut:
“31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.”
(2005:118)
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja negara diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum  negara, atau jika pengeluaran tersebut melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 
2.1.3 Belanja Operasional dan Belanja Modal Pemerintah Pusat RI
2.1.3.1 Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI
A. Pengertian Belanja Operasional
Belanja operasional sebagaimana diungkapkan KSAP dalam paragraf 31 - 34 PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran “Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005” adalah sebagai berikut:
“Belanja opersasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daeerah yang  memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.”
(2005:118)
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja operasional pemerintah pusat adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan pusat sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. 
B. Komponen Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI
1) Belanja Pegawai
Pengeluaran untuk belanja pegawai sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” diartikan sebagai berikut:
“Belanja pegawai adalah bentuk pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap penyelenggara negara, baik dalam bentuk uang ataupun barang, yang harus dibayarkan kepada aparatur negara yang bertugas di dalam maupun di luar negeri, baik sebagai pejabat negara, pegawai negeri sipil, maupun pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.” 
(2008: IV-106)
Adapun belanja pegawai pada pemerintah pusat sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” dialokasian untuk hal-hal berikut ini: 
“Belanja pegawai dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur, serta untuk kontribusi sosial.” 
(2008:102)
Sedangkan pengalokasian belanja pegawai sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” adalah sebagai berikut:
“Alokasi anggaran untuk belanja pegawai terdiri dari alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan, alokasi anggaran untuk kontribusi sosial, serta alokasi anggaran untuk honorarium, vakasi, dan lain-lain. … Alokasi anggaran untuk kontribusi sosial sebagaimana dalam tahun 2009, terutama dipergunakan untuk menampung: (i) tambahan anggaran berkaitan dengan kebijakan penyesuaian pensiun pokok sebesar 15 persen dan pemberian pensiun bulan ketiga belas; (ii) kewajiban untuk memenuhi iuran asuransi kesehatan (Askes) yang menjadi beban Pemerintah Pusat melalui PT Askes, untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan asuransi kesehatan kepada pegawai, pensiunan, serta veteran nontuvet; (iii) percepatan pembayaran unfunded liability program THT; serta (iv) pendanaan program pensiun melalui sistem pay as you go untuk menjaga agar dana pensiun yang diperoleh dari akumulasi iuran peserta tidak habis dipakai untuk pembayaran sharing pensiun. Dengan penerapan sistem pay as you go murni tersebut, berarti Pemerintah menganggung 100 persen kewajiban pembayaran pensiun. … Selanjutnya, alokasi anggaran untuk honorarium, vakasi, dan lain-lain, antara lain berkaitan dengan meningkatnya cadangan belanja pegawai transito untuk menampung kebutuhan anggaran guna mengantisipasi adanya tambahan anggaran untuk remunerasi dalam rangka lanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi.”
(2008: IV-106 – IV-107)
Adapun tujuan dari alokasi belanja pegawai sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” adalah sebagai berikut:
“Kebijakan anggaran belanja pegawai tetap diarahkan untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” 
(2008: 102)
Berdasarkan uraian di atas maka dapat simpulkan bahwa pengeluaran belanja pegawai dalam anggaran belanja pemerintah pusat merupakan wujud kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur negara, yang bertugas di dalam negeri dan di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, dengan maksud untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional pemerintahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


2) Belanja Barang
Pengeluaran untuk belanja barang sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” diartikan sebagai berikut:
“Belanja barang merupakan belanja barang negara yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang ini dirinci dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.”
(2008:103)
Adapun belanja barang pada pemerintah pusat sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” dialokasian untuk hal-hal berikut ini: 
“Alokasi anggaran belanja barang terdiri dari: (i) belanja barang dan jasa, (ii)belanja pemeliharaan,  (ii) belanja perjalanan, (iv) belanja BLU. … 
Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang ditujukan antara lain untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, dan lain-lain pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-fisik lainnya, dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementrian/lembaga. … Sementara itu, alokasi anggaran belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan/atau aset lainnya yang sudah ada ke dala kondisi normal. ... 
Selanjutnya, belanja perjalanan yang merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.”
(2008: IV-107 – IV-109)
Sedangkan tujuan dari alokasi belanja barang sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” adalah sebagai berikut:
“Kebijakan belanja barang diarahkan untuk mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset negara.” 
(2008: 103)


Berdasarkan uraian di atas maka dapat simpulkan bahwa pengeluaran belanja barang dalam anggaran belanja pemerintah pusat merupakan pengeluaran sehari-hari dalam rangka mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah serta guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset negara.
3) Pembayaran Bunga Utang
Utang negara di dalam “Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” diartikan sebagai berikut:
“Utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.”
(Pasal 1 ayat 8)

Bunga (Interest) sebagaimana dalam “Glosarium Fiskal Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI” diartikan sebagai berikut: 
“Pembayaran yang diberikan kepada kreditur sebagai imbalan atas uang yang telah dipinjam, diklasifikasikan di atas garis (above the line). Pemba-yaran bungan dibedakan dari pembayaran kembali pokok pinjaman uang yang diklasifikasikan di bawah garis (below the line). Pembayaran bunga dapat diberikan kepada sektor ekonomi lain dalam satu negara atau ke negara lain.”
(http://www.fiskal.depkeu.go.id, 2008)
Beban pembayaran bunga utang pada pemerintah pusat sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” dialokasian untuk hal-hal berikut ini: 
“Beban pembayaran bunga utang dialokasikan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan pembayaran bunga utang luar negeri. ... Komposisi pembayaran bunga utang dalam negeri antara lain terdiri dari fixed rate, variable rate, hedge bonds dan surat utang kepada Bank Indonesia. ... Beban pembayaran bunga utang luar negeri berasal dari pinjaman multilateral, bilateral, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman lainnya. 
(2008: 103 – 104)
Sedangkan alokasi beban pembayaran bunga utang pemerintah pusat sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” dialokasian untuk hal-hal berikut ini: 
“... pembayaran bunga utang diantaranya pembayaran bunga utang dalam negeri, yang seluruhnya merupakan bunga Surat Berharga Negara (SBN) domestik, dan sisanya merupakan pembayaran bunga utang luar negeri, yang terdiri dari bunga SBN internasional dan bunga pinjaman luar negeri. ... Bunga untuk SBN terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yaitu bunga atas SBN yang diterbitkan, diskon penerbitan, dan biaya penerbitan. Diskon dan penerbitan SBN merupakan non-cash items sebagai kompensasi yang membebani bunga, agar hasil penerbitan SBN tetap dalam nilai nominalnya. ... Sedangkan bunga untuk pinjaman luar negeri terdiri dari bunga atas pinjaman luar negeri yang ditarik, dan fee/biaya pinjaman, seperti commitment fee, front end fee, insurance premium, dan lain-lain.”
(2008: IV-116 – IV-117)
Adapun tujuan dari pembayaran beban bunga utang tersirat dari kutipan dalam “RAPBN 2009” berikut ini:
“Dalam rangka tetap menjaga kredibilitas Indonesia, baik di mata investor dalam dan luar negeri, maupun terhadap lembaga-lembaga internasional dan negara-negara pemberi pinjaman, Pemerintah akan tetap berupaya untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu.”
(2008: IV-109)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat simpulkan bahwa pembayaran beban bunga dalam anggaran belanja pemerintah pusat dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pembayaran utang pemerintah kepada para kreditur guna menjaga kredibilitas Indonesia, baik dimata investor dalam negeri maupun terhadap lembaga-lembaga internasional dan negara-negara peminjam.
4) Subsidi
Subsidi sebagaimana dalam “Glosarium Fiskal Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI” diartikan sebagai berikut: 
“Pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan sebagai konpensasi atau suatu tindakan, misalnya tidak menaikkan harga. Subisidi didistribusikan atas dasar tingakt produksi, kuota, atau nilai barang dan jasa yang diproduksi, dijual, atau diimpor;. Subisidi tidak dibayarkan kepada konsumen akhir.”
www.fiskal.depkeu.go.id
Tujuan dari pengalokasian subsidi dalam anggaran belanja negara sebagaimana termaktub dalam “RAPBN 2009” adalah sebagai berikut:
“Dalam anggaran belanja negara, subsidi dialokasikan dengan tujuan untuk mengendalikan harga komoditas yang disubsidi, meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, dan menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya produk yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga terjangkau.” 
(2008: IV-17)
Sedangkan tujuan dari penganggaran subsidi sebagaimana dikutip dalam “RAPBN 2005” adalah sebagai berikut:
“Dianggarkan subsidi sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum.” 
(2008: 104)
Adapun pengalokasian subsidi sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” adalah sebagai berikut: 
“Alokasi anggaran subsidi disalurkan untuk subsidi energi, yaitu subsidi BBM, dan subsidi listrik; sedangkan sisanya, disalurkan untuk subsidi non-energi, yaitu: (i) subsidi pangan; (ii) subsidi pupuk; (iii) subsidi benih; (iv) bantuan/subsidi PSO; (v) subsidi bunga kredit program; serta (vi) subsidi pajak.
...
Subsidi pajak yang diberikan pemerintah terdiri dari subsidi pajak dalam rangka program kebijakan stabilisasi harga (PKSH) dan subsidi pajak non-PKSH. 
...
Subsidi pajak PKSH tersebut dilaksanakan dalam rangka dalam rangka menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok yang sangat strategis dengan kebijakan pengurangan beban pajak. Subsidi yang terkait dengan PKSH antara lain yaitu untuk PPN atas minyak goreng, PPN atas gandum dan terigu..
...
Di samping subsidi pajak yang diberikan dalam rangka program kebijakan stabilisasi harga, juga dialokasikan subsidi pajak untuk keperluan non-PKSH, yang terutama ditujukan untuk mendorong investasi di bidang eksplorasi migas dan panas bumi. Subsidi non-PKSH dialokasikan untuk: (i) subsidi PPh Panas Bumi; (ii) subsidi PPh bunga obligasi; (iii) subsidi PPN BBM dalam negeri; (iv) subsidi PPN impor untuk eksplorasi; dan (v) subsidi fasilitas bea masuk.”
(2008: IV-109, IV-115, IV-116)
Sedangkan jika dilihat dari sudut bentuk lembaga yang menyalurkannya maka klasifikasi alokasi subsidi sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” adalah sebagai berikut:
“Subsidi tersebut disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat. ... Subsidi disalurkan melalui perusahaan negara dan sisanya akan disalurkan melalui perusahaan swasta. Selanjutnya apabila dilihat dari jenis perusahaannya, subsidi melalui perusahaan negara disalurkan melalui lembaga non-keuangan, seperti PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola subsidi BBM, Perum Bulog sebagai pengelola subsidi pangan dan penugasan mengelola stok beras nasional, PT PLN (Persero) sebagai pengelola subsidi listrik, beberapa BUMN produsen pupuk yang mengelola subsidi pupuk, serta beberapa BUMN lainnya sebagai bantuan dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah (public service obligation/PSO). ... Beberapa BUMN lainnya tersebut adalah PT Kereta Api (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan kereta api kelas ekonomi, PT Pos Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa pos dan kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan laut kelas ekonomi, dan PT TVRI (Persero) antara lain untuk program penyiaran publik. ... Juga dialokasikan subsidi melalui perusahaan negara penyedia benih, yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), dan UPT Pusat di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan guna pengadaan benih unggul padi, kedelai, jagung hibrida, jagung komposit, dan ikan budidaya, sehingga petani bisa mendapatkan benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. ... Penyediaan anggaran subsidi melalui perusahaan negara non-lembaga keuangan merupakan konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk memberlakukan administered price bagi beberapa jenis komoditi, sehingga harganya lebih murah dari harga pasar. ... Selain melalui perusahaan negara non-lembaga keuangan, subsidi disalurkan melalui perusahaan negara berbentuk lembaga keuangan yang mengelola subsidi bunga kredit program. ...  Lembaga keuangan milik negara tersebut adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), beberapa bank BUMN, dan bank pembangunan daerah (BPD) yang menyalurkan berbagai skim bunga kredit program dan kredit pemilikan rumah sehat (KPRSh). Penyediaan kredit bersubsidi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari bunga pasar. ... Selain kepada perusahaan negara, juga dianggarkan subsidi melalui perusahaan swasta (antara lain PT Bank Agroniaga, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Bukopin). Alokasi subsidi tersebut akan digunakan antara lain untuk subsidi bunga atas skim kredit ketahanan pangan (KKP). 
(2008: 104, 105, 106)
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam anggaran belanja negara, subsidi dialokasikan dengan tujuan untuk mengendalikan harga komoditas yang disubsidi, meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, dan menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya produk yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga terjangkau. Adapun komoditas yang mendapatkan subsidi dari pemerintah diantaranya: (i) subsidi energi, meliputi BBM dan listrik; dan (ii) subsidi non energi, meliputi pangan, pupuk, benih, PSO, kredit program, subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (OP), subsidi pajak. Lembaga terkait yang berhubungan dengan penyaluran subsidi itu sendiri terdiri dari: (i) perusahaan negara (baik lembaga keuangan maupun non-lembaga keuangan); dan (ii) perusahaan swasta.


5) Belanja Hibah
Pengeluaran untuk belanja hibah sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” diartikan sebagai berikut:
“Hibah merupakan transfer yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional.”
(2008: 106)
Jenis-jenis pengeluaran yang termasuk ke dalam kategori pengeluaran hibah sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:
“Anggaran belanja hibah dipergunakan untuk menampung pengeluaran pemerintah pusat kepada BUMN, BUMD, pemerintah negara lain, atau lembaga organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus.” 
(2008: IV-117)
Sedangkan pengalokasian belanja hibah sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” adalah dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:
“Alokasi belanja hibah berkaitan dengan pemberian bantuan atau sumbangan yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau lembaga internasional, seperti bantuan kemanusiaan. , seperti bantuan kemanusiaan.”
(2008:106)
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam anggaran belanja negara, belanja hibah dialokasikan sebagai bentuk pengeluaran pada kas umum negara yang tidak perlu dibayar kembali. Sifat dari pengeluaran ini adalah tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus seperti diantaranya adalah pemberian bantuan atau sumbangan kemanusiaan ataupun pengeluaran pemerintah pusat kepada BUMN, BUMD, pemerintah negara lain, atau lembaga organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali. 
6) Bantuan Sosial
Pengeluaran untuk bantuan sosial sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” diartikan sebagai berikut:
“Anggaran bantuan sosial ini merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun penggunaannya antara lain untuk penanggulangan bencana alam, serta bantuan untuk sarana peribadatan, beasiswa, pelayanan hukum, usaha ekonomi produktif, dan penanggulangan kemiskinan.” 
(2008: 106)
Adapun pengalokasian bantuan sosial sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” adalah dilakukan untuk hal-hal berikut ini:
“Alokasi anggaran bantuan sosial terdiri dari: (i) alokasi dana penanggulangan bencana alam, dan (ii) alokasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai kementerian negara/lembaga. ... Alokasi dana penganggulangan bencana alam akan dipergunakan untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, yang akhir-akhir ini kejadiannya cenderung meningkat, dan tidak dapat diduga sebelumnya. ... Beberapa program yang termasuk dalam kategori bantuan sosial yang disalurkan melalui berbagai kementerian negara/lembaga antara lain adalah: (i) bantuan operasional sekolah; (ii) beasiswa pendidikan untuk siswa dan mahasiswa miskin; (iii) program upaya kesehatan masyarakat; (iv) jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas); (v) peningkatan keberdayaan masyarakat dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pedesaan dengan kecamatan (PKK); (vi) pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah/penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP); serta program keluarga harapan (PKH).”
(2008: IV-117 – IV-118)

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam anggaran belanja negara, bantuan sosial dialokasikan sebagai bentuk pengeluaran transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun penggunaannya antara lain untuk penanggulangan bencana alam, serta bantuan untuk sarana peribadatan, beasiswa, pelayanan hukum, usaha ekonomi produktif, dan penanggulangan kemiskinan.
2.1.3.2 Belanja Modal Pemerintah Pusat RI (Pengertian, Tujuan, dan Pengalokasian)
Belanja modal menurut Deddi Nordiawan dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” didefinisikan sebagai berikut:
“Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya.”
(2007:50)
Sedangkan Imro dalam “Jurnal Fiskal Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI; Beda Belanja Barang dgn Belanja Modal” mengutip mendefinisikan belanja modal sesuai dengan PMK Nomor 91/PMK.06/2007 sebagai berikut:
“...belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.  Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan dijual.”
(http://www.anggaran.depkeu.go.id, 2008)
Adapun Belanja modal sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” diartikan sebagai berikut:
“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.” 
(2008: IV-116)
Tujuan pengeluaran belanja modal sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” adalah sebagai berikut:
“Belanja modal diarahkan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana fisik yang manfaatnya dapat dinikmati untuk lebih dari satu tahun anggaran.”
 (2008: 103)
Adapun penggunaan belanja modal sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2005” dialokasikan untuk hal-hal berikut:
“Belanja modal dipergunakan untuk kegiatan investasi pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.” 
(2008: 103)
Sedangkan penggunaan serta tujuan dari pengalokasian belanja modal sebagaimana dikutip dari “RAPBN 2009” adalah sebagai berikut:
“Belanja modal akan digunakan untuk antara lain: (i) penyediaan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik) untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat; (ii) penyediaan pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi, optimalisasi/konservasi/reklamasi lahan, dan pengembangan agrobisnis) untuk mendukung pencapaian program ketahanan pangan; (iii) pengembangan infrastruktur dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dan penanggulangan lumpur Sidoarjo; serta (iv) prioritas diberikan untuk pendanaan kegiatan multiyears guna mendukung kesinambungan pembiayaan. … Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga meliputi antara lain: (i) pengadaan panser dan alutsista lainnya; (ii) pembangunan irigasi dalam rangka ketahanan pangan, dan pengadaan sarana air bersih; (iii) revitalisasi perkeretaapian, dan pembangunan pelabuhan; (iv) penguatan Politeknik; serta (v) pembangunan listrik jaringan transmisi/distribusi ketenagalistrikan. 
(2008: IV-117)


Kategorial pengeluaran belanja modal menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS sebagaimana dikutip oleh Imro dalam “Jurnal Fiskal Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI; Beda Belanja Barang dgn Belanja Modal” mengutip mendefinisikan belanja modal sesuai dengan PMK Nomor 91/PMK.06/2007 adalah sebagai berikut:
“Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:
1. pengeluaran tersebut akibat adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. ...
Dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL nilai kapitalisasi aset tetap diatas Rp. 300.000 per unit. Sedangkan batasan minimal kapitalisasi gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 10.000.000. Sementara karakteristik aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material.”
(http://www.anggaran.depkeu.go.id, 2008)
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pada dasarnya anggaran belanja modal diperuntukan untuk perolehan aktiva tetap atau aset lainnya yang tidak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset tetap tersebut antara lain meliputi: (i) tanah; (ii) peralatan dan mesin; (iii) gedung dan bangunan; (iv) jalan, irigasi, dan jaringan; (v) aset tetap lainnya; dan (vi) konstruksi dalam pengerjaan. Untuk kejelasan lebih lanjut mengenai bagaimana klasifikasi, perolehan, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan dari aset tetap, berikut disertakan Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap SAP 2005 dalam Lampiran.
2.1.4 Hubungan Belanja Operasional dan Belanja Modal Pemerintah Pusat
Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang (Ihyaul Ulum: 2004). 
Adapun Deddi Nordiawan dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” mengklasifikasikan Anggaran berdasarkan jenis aktivitasnya sebagai berikut:
“Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal.
Anggaran operasional (current budget) digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini sering juga dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset.
Anggaran modal (capital budget) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva teteap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik.” 
(2007:50)
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara belanja operasional dan belanja modal. Disatu sisi keduanya sama-sama merupakan komponen dari pengeluaran dalam anggaran negara, namun disisi lain sifat dari masing-masing kedua jenis pengeluaran belanja tersebut jelas berbeda. Dimana pengeluaran belanja operasional memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun dan tidak menambah fungsi aset sedangkan pengeluaran belanja modal memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan akan menambah jumlah aset serta kekayaan pada organisasi sektor publik.
2.2 Kerangka Pemikiran
Dengan mengacu pada pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada pasal selanjutnya yakni pasal 11 ayat (1) dari undang-undang yang sama dikatakan pula bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang. Adapun yang memegang kekuasaan pengelolaan keangan negara itu sendiri adalah Presiden sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang Keuangan Negara tersebut. 
APBN sebagaimana dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan terdiri atas tiga komponen anggaran diantaranya anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan negara. Anggaran belanja pemerintah pusat, bersama-sama dengan transfer ke daerah sebagai komponen belanja negara, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional, sebagaimana dikutip dalam “RAPBN 2009” berikut ini:
“Anggaran belanja pemerintah pusat, bersama-sama dengan transfer ke daerah sebagai komponen belanja negara, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan di dalam setiap tahapan pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJMN). Pertama, melalui intervensi anggaran belanja negara, dan kerangka regulasi berbagai program pembangunan, sasaran-sasaran indikatif yang tercantum di dalam RJPMN dijabarkan secara operasional dalam bentuk program-program dan berbagai kegiatan pembangunan, dengan rencana pembiayaan yang lebih konkrit dan realistis sesuai dengan kemampuan pengerahan sumber-sumber keuangan negara. Kedua, sebagai salah satu piranti utama kebijakan fiskal, anggaran belanja negara di dalam APBN mempunyai pengaruh yang cukup kuat di dalam mempengaruhi, baik arah dan pola alokasi sumber daya ekonomi antarbidang, antarsektor, dan antarkegiatan dalam masyarakat, maupun distribusi hasil pembangunan. Ketiga, mengingat sektor pemerintah merupakan konsumen/pembeli barang dan jasa terbesar dalam struktur permintaan agregat (aggregate demand), maka dari segi jumlah maupun strategi alokasinya, anggaran belanja negara mempunyai pengaruh yang relatif signifikan terhadap arah perkembangan ekonomi di berbagai bidang, baik produksi dan kesempatan kerja, maupun distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan, serta stabilitas nasional.”
(2008: IV-1)
Adapun mengenai bagaimana rincian belanja dalam komponen belanja negara sebagaimana diungkapkan dalam “RAPBN 2009” disebutkan sebagai berikut:
“Sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi), terdiri dari: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3) belanja modal, (4) pembayaran bunga utang, (5) subsidi, (6) belanja hibah, (7) bantuan sosial, dan (8) belanja lain-lain.”
(2008: IV-7)

Berkaitan dengan jenis belanja pada pemerintah pusat berdasarkan sifat ekonomnyai lebih lanjut KSAP dalam PSAP nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran mengartikannya paragraph 35 – 38 sebagai berikut:
“35.Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
36. Belanja opersasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daeerah yang  memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
37. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
38. Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperi penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat.
(2005:118 – 119)
Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pengeluaran belanja yang terjadi didalam lingkup pemerintah pusat terbagi ke dalam delapan jenis dengan rincian sebagai berikut: (i) belanja pegawai; (ii) belanja barang; (iii) belanja modal; (iv) pembayaran bunga utang; (v) subsidi; (vi) hibah; (vii) bantuan sosial; dan (viii) belanja lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi tersebut dikelompokkan kembali ke dalam dalam kelompok-kelompok lain yang lebih besar sesuai dengan sifatnya yaitu: (i) kelompok belanja operasional dengan ciri sifat pengeluaran yang rutin, termasuk didalamnya antara lain jenis belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial; (ii) kelompok belanja modal dengan ciri sifat pengeluaran yang memiliki masa manfaat yang lebih dari satu periode akuntansi, jenis belanja yang termasuk didalamnya hanyalah belanja modal; dan (iii) kelompok belanja lain-lain dengan ciri sifat dari pengeluaran ini tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Dalam prakteknya sebagaimana dinyatakan dalam RAPBN 2009, kelompok belanja lain-lain cenderung digunakan sebagai tempat transit sementara bagi pengeluaran yang belum jelas K/L mana yang seharusnya bertanggungjawab atas pengeluaran yang terjadi tersebut. Apabila kejelasan pertanggungjawaban telah diketahui maka selanjutnya pengeluaran yang bersangkutan tersebut akan segera dikeluarkan dan dikembalikan ke dalam lingkup tanggungjawabnya dan segera dilakukan pengklasifikasian atasnya apakah untuk dimasukkan kedalam kelompok belanja operasional ataukah kelompok belanja modal pada saldo belanja K/L yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat simpulkan bahwa pada dasarnya hanya terdapat dua kelompok utama dalam belanja pemerintah pusat, pertama adalah kelompok belanja operasional dan kedua adalah kelompok belanja modal. Namun apapun jenis belanja yang dikeluarkan, yakinilah bahwa masing-masing jenis pengeluaran tersebut adalah dimaksudkan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan bernegara terutama untuk memenuhi 3 (tiga) agenda yang telah ditetapkan dalam RPJM 2004 – 2009, yaitu (i) Agenda Aman dan Damai, (ii) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, serta (iii) Agenda Adil dan Demokratis, sebagaimana tertuang dalam “RAPBN 2005” berikut ini:
“… kebijakan belanja pegawai tetap diarahkan untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. … kebijakan belanja barang diarahkan untuk mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset negara. … belanja modal diarahkan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana fisik yang manfaatnya dapat dinikmati untuk lebih dari satu tahun anggaran. … dianggarkan subsidi sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. … Hibah untuk memberikan bantuan atau sumbangan yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau lembaga internasional, seperti bantuan kemanusiaan. … Bantuan sosial penggunaannya antara lain untuk penanggulangan bencana alam, serta bantuan untuk sarana peribadatan, beasiswa, pelayanan hukum, usaha ekonomi produktif, dan penanggulangan kemiskinan. … Pemanfaatan belanja lain-lain ini adalah untuk menampung belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja yang telah disebutkan di atas, dan dana cadangan umum.”
(2008: 102 – 106) 
Sedangkan pembayaran utang bunga sebagaimana tertulis dalam “RAPBN 2009” dilakukan untuk tujuan berikut:
“Dalam rangka tetap menjaga kredibilitas Indonesia, baik di mata investor dalam dan luar negeri, maupun terhadap lembaga-lembaga internasional dan negara-negara pemberi pinjaman, dalam tahun 2009 Pemerintah akan tetap berupaya untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang secara tepat waktu. Di samping itu, pemanfaatan dan pengelolaan utang akan dilakukan secara bijaksana, agar beban pembayaran bunga (dan cicilan pokok) utang di masa-masa mendatang tetap dalam batas kemampuan ekonomi, dan tidak menimbulkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran.”
(2009:108)
Kembali kepada pengelompokan belanja pemerintah pusat menjadi belanja operasional dan belanja modal, Mardiasmo (2005) mengisyaratkan dua perbedaan mendasar diantara keduanya sebagaimana ia pun telah mengelompokkan keduanya ke dalam anggarannya tersendiri. Pertama, belanja operasional dalam anggaran operasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, sedangkan belanja modal dalam anggaran modal menunjukkan kebutuhan jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Kedua, belanja operasional dalam anggaran operasional ditujukan untuk jenis pengeluaran yang masa manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak akan menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah serta sifat pengeluaran ini adalah berulang-ulang dalam setiap tahun, sedangkan pengeluaran belanja modal dalam anggaran modal ditujukan untuk jenis pengeluaran yang masa manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan pemerintah.
Perihal dua kelompok belanja tersebut, Syukriy Abdullah dalam jurnalnya “Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinasi dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan”  menanggapinya sebagai berikut:
“Meskipun kedua belanja memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan pelayanan kepada publik, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya. Keduanya relatif independen satu sama lain, termasuk dalam dokumen format anggarannya.” 
(2008:3)
Walaupun demikian namun beberapa peneliti sebagaimana dilansir Syukriy Abdullah masih dalam jurnal yang sama menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal tidak selalu terpisah dengan pengalokasian belanja operasional, salah satunya Pagano (1984) yang menyatakan bahwa: 
“Over time, crosswalking of capital budget expenses to operating expenses has eroded, in part due to the separateness of the deliberations of those budget. State and local governments usually schedule separate budget hearing for the operating budget and for the capital budget ... decisions for each set of outlays, then, are made separately.”
(2008:4)
Pemilihan arah kebijakan dan penetapan besarnya alokasi dana yang dilakukan pemerintah pusat memiliki arti penting sebagaimana tertulis dalam “RAPBN 2009” bahwa:
“Arah kebijakan belanja pemerintah pusat akan menentukan ke sektor-sektor mana sumber daya yang ada tersebut dialokasikan. Sementara itu, besaran alokasi belanja pemerintah pusat akan sangat berpengaruh terhadap besaran output dan outcome yang akan dicapai dalam tahun 2009.” 
(2008:IV-72)
Begitu berartinya makna belanja yang dilakukan pemerintah terhadap pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara memunculkan ketertarikan dunia akademisi untuk melakukan berbagai riset atasnya. Diketahui beberapa peneliti telah melakukan riset sehubungan dalam rangka mencoba membaca kecendrungan trend arah kebijakan dan pengalokasian belanja pemerintah pusat (yang terinterprestasi dalam anggaran belanja yang telah dibuat pada tahun sebelumnya) terhadap realisasi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan, khususnya mengenai arah kebijakan dan alokasi untuk belanja modal yang sering dianggap memiliki nilai manfaat keberpihakan lebih di masyarakat karena memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Syukriy Abdullah menyatakan adanya keterhubungan antara pilihan arah kebijakan dan alokasi belanja modal terhadap realisasi belanja operasional dan belanja modal pemerintah, sebagaimana dikutip dalam jurnalnya “Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinasi dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan” berikut ini:
“Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, yakni operasional dan belanja modal. Namun, tidak berarti belanja modal sebagai penyebab atau predictor bagi kenaikan belanja operasional.”
(2008:4)
Pendapat senada dikemukakan oleh Bland dan Nunn (1992) yang menguatkan keberadaan pengaruh yang dimiliki anggaran belanja modal terhadap realisasi belanja operasi sebagaimana dilansir Syukriy Abdullah masih dalam jurnal yang sama sebagaimana tertulis berikut ini: 
“Bland dan Nunn (1992) juga menemukan bahwa capital outlay memiliki implikasi positif yang tidak ambigu terhadap operasi di masa yang akan datang.”
 (2008:3)
Adapun keterhubungan anggaran belanja modal dan realisasinya belum disertai pemberian kejelasan pengaruh didalamnya. Menanggapi perihal realisasi belanja modal, Syukriy Abdullah dalam jurnalnya “Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinasi dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan” menyatakan bahwa:
“Pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran proyek pembangunan (capital expenditure) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan politis. ... Meskipun keduanya melibatkan negoisasi di antara eksekutif, untuk pengeluaran modal (khususnya untuk infrastruktur), mendapat masukan sangat besar dari insinyur, arsitek, dan perencanaan.”
(2008:1)
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejelasan pengaruh yang diberikan anggaran belanja modal terhadap realisasi belanja operasional lebih besar signifikasinya dibandingkan pengaruh yang diberikan anggaran belanja modal terhadap realisasi dirinya sendiri. 
Dalam upaya mencari perkiraan dalam menaksir realisasi belanja modal, peneliti lain sebagaimana dilansir Syukriy Abdullah dalam jurnalnya “Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinasi dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan” mengisyaratkan bahwa terjadi keterhubungan antara realisasi belanja operasional dan realisasi belanja modal, sebagaimana dikutip berikut ini:
“Kamensky (1983) beragumen perlunya menghubungkan keputusan keputusan belanja modal dengan belanja operasional.” 
(2008:6)
Asumsi kebenaran telah terjadi keterkaitan antara realisasi belanja operasional dan realisasi belanja modal juga tersirat melalui pernyataan dalam “RAPBN 2009” berikut ini:
“Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sebagian besar merupakan realisasi belanja mengikat atau pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib  (nondiscretionary expenditures). ... Menyadari bahwa kecenderungan meningkatnya realisasi pengeluaran yang bersifat wajib membawa konsekuensi pada terbatasnya dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan, sehingga ruang gerak yang tersedia bagi pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal, dalam bentuk stimulasi dari anggaran belanja negara terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja produktif maupun pengentasan kemiskinan menjadi relatif agak terbatas, maka dalam beberapa tahun terakhir telah diambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja negara, dengan lebih memperhatikan efisiensi, ketepatan alokasi, pengaruh yang besar terhadap perekonomian (growth, employment, dan poverty), dan peningkatan hubungan keuangan pusat dan daerah. ... dengan langkah-langkah kebijakan alokasi anggaran yang sejauh mungkin diusahakan optimal, maka dapat dicegah dan dihindari kecenderungan menurunnya secara tajam porsi alokasi anggaran belanja tidak mengikat.”
 (2008: IV-9)
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis belanja pemerintah pusat dalam RAPBN dapat dikategorikan menjadi dua: (i) belanja yang bersifat wajib atau mengikat, dan (ii) belanja yang tidak mengikat. Selain itu dapat disimpullkan pula bahwa realisasi belanja mengikat dapat mempengaruhi realisasi belanja tidak mengikat dalam konteks belanja pemerintah pusat RI. 
Pengelompokan jenis-jenis belanja pemerintah pusat kedalam kategori belanja mengikat dan tidak mengikat juga tersebut tersirat dalam pernyataan lain yang tertuang di “RAPBN 2009” sebagaimana dikutip berikut ini:
“Pengeluaran yang sifatnya wajib (nondiscretionary expenditure), yang meliputi belanja pegawai (16,6 persen), pembayaran bunga utang (12,6 persen), dan subsidi (37,3 persen). Sedangkan porsi anggaran belanja yang tidak mengikat (discretionary expenditure) hanya mencapai 33,5 persen, yang meliputi belanja barang (8,8 persen), belanja modal (10,5 persen), bantuan sosial (8,0 persen), dan belanja lain-lain (6,3 persen).” 
(2008:IV-106)
Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam kategori belanja mengikat atau wajib dan tidak dapat dielakkan dalam belanja pemerintah pusat adalah: (i) belanja pegawai; (ii) pembayaran bunga; dan (iii) subsidi. Sedangkan yang termasuk kedalam kategori belanja tidak mengikat adalah: (i) belanja barang; (ii) belanja modal; (iii) bantuan sosial; (iv) belanja lain-lain. 
Jika kategorial belanja mengikat dan tidak mengikat dimasukkan kedalam konteks belanja operasional dan belanja modal, maka dapat dibuat pernyataan bahwa komponen belanja operasional terdiri atas jenis belanja dengan kategori mengikat dan tidak mengikat, sedangkan belanja modal murni terdiri atas jenis belanja dengan kategori tidak mengikat. Sehingga itu berarti cukup memungkinkan bahwa realisasi belanja operasional memiliki pengaruh terhadap realisasi belanja modal.
Berikut gambaran dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



 (
Belanja Pemerintah Pusat RI
Belanja Operasional
Belanja Modal
Adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai 
trade-off
, sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau adanya penambaha jumlah pajak yang dibayar publik. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh 
stakeholder
-nya secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan  (Mardiasmo : 2005).
…keterbatasan anggaran yang ada harus disiasati dengan peningkatan kualitas belanja (
quality of spending
) yang lebih baik. (RAPBN 2009: IV-72)
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Manfaat : Jangka pendek (di bawah satu tahun) dan dirasakan secara parsial.
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Manfaat : Jangka panjang (di atas satu tahun) dan dirasakan secara agregat.
Sifat       : Ada jika terjadi, atau variabel, 
tidak mengikat
.
…kecenderungan meningkatnya realisasi pengeluaran yang bersifat wajib membawa konsekuensi pada terbatasnya dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan (RAPBN 2009: IV-9).
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Gambar 2.1
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2.3 Hipotesis
Dalam hipotesis penelitian, yaitu dugaan sementara namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Maka penulis mengambil hipotesis penelitian bahwa “Pengalokasian Belanja Operasional Berpengaruh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal dalam Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RI”.
